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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Analisis 

Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan 

masalah yaitu: (1) Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri; dan (2) Bagaimana Analisis Fiqh 

Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. 

Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian 

hukum bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti 

menginventarisasi peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan isu 

hukum tersebut. Teknik analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan 

dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-

masalah yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 80/PUU-XVII/ 2019 untuk disesuaikan relevansinya dengan teori Fiqh 

Siyāsah.  

Hasil penelitian, analisis yuridis pertimbangan hukum hakim Mahkamah 

Konstitusi menegaskan bahwa sesuai pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 

2008 larangan merangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri. 

Pertama, pengajuan judicial review atas pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 bahwa 

seorang wakil menteri dapat diangkat “terlepas dari ada atau tidak” adanya 

ketentuan dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan 

merangkap menteri juga berlaku bagi wakil menteri. UU No 39 Tahun 2008 

hanya tertulis “larangan rangkap jabatan menteri”. Oleh sebab itu hakim 

Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum menggunakan metode 

penafsiran secara analogi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara tersebut. 

Kedua, dalam hukum Islam, larangan rangkap jabatan wakil menteri menurut fiqh 

siyāsah itu tidak dilarang selama yang menjabat mampu dan didasarkan kaidah 

“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”. 

Kesimpulan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 

Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dengan amar putusan “tidak 

dapat diterima”, karena (Ratio Decidendi) pertimbangan hukum apa yang 

digunakan para Hakim Konstitusi. Ratio Decidendi atau prinsip hukum atas 

persoalan konstitusionalitas pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang 

didasarkan pada menteri/ wakil menteri dilarang merangkap jabatan menurut 

Pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 2008. Hakim Mahkamah Konstitusi 

menggunakan konstruksi hukum secara analogi yaitu sebuah aturan yang kurang 

lebih dianggap khusus dibuat menjadi umum diberlakukan asas umum dimana 

“larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu 

“sistem” dan “pemerintahan”. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah 

suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai 

hubungan fungsional antara setiap bagian dan hubungan fungsional 

dengan keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan itu akan membentuk 

ketergantungan antar bagian, jadi jika bagian tidak berfungsi dengan baik, 

itu akan mempengaruhi keseluruhan. Secara garis besar pemerintahan 

adalah segala urusan yang dilakukan negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Oleh karena 

itu, jika berbicara tentang sistem pemerintahan, pada dasarnya berbicara 

tentang distribusi kekuasaan dan bagaimana hubungan antar lembaga 

negara menjalankan kekuasaan negara guna mewujudkan kepentingan 

rakyat.
1
  

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut 

“sistem presidensiil” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam 

Penjelasan UUD 1945.
2
 Sistem presidensial adalah suatu sistem 

pemerintahan yang pusatnya terletak pada kedudukan presiden sebagai 

kepala pemerintahan (head of government) dan kepala negara (head of 

state) (Asshiddiqie, 1997: 31).
3
 Dalam menjalankan tugasnya Presiden 

dibantu oleh menteri. Oleh karena itu, menteri harus bertanggung jawab 

kepada presiden, dan menteri tidak bertanggung jawab kepada lembaga 

perwakilan rakyat. Kalaupun lembaga perwakilan rakyat tidak sependapat 

                                                             
1
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2010), 147-148. 
2
 Ibid., 158. 

3
 Rendy Adiwilaga, et al, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), 

10. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

dengan kebijakan para menteri tersebut, lembaga perwakilan rakyat tidak 

bisa memberhentikan presiden atau menteri. Oleh karena itu, presiden 

sendiri yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan 

yang diberikan presiden kepada menteri (Huda, 2013: 253-254).
4
  

Hal ini sesuai pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang 

Dasar.” Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dibantu oleh 

menteri, dan menteri melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 

pemerintahan. Hal ini telah diatur pada Bab IV Pasal 17 Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945:  

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
5
 

Ketentuan mengenai susunan Kementerian Negara Indonesia 

berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan mengatur bahwa Presiden berhak membentuk 

lembaga Kementerian. 

Menurut Jimly Assidhiddiqie, Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa 

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap 

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Ketentuan ini 

berarti: Pertama, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan 

memberhentikan menteri berdasarkan hak prerogatifnya, menjadikannya 

sebagai "pembantu" dalam pelaksanaan kekuasaannya. Kedua, setiap 

menteri akan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang ditentukan 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, kecuali untuk kondisi tertentu, tidak ada 

justifikasi untuk merangkap jabatan, jika menteri tidak dapat menjalankan 

                                                             
4
 Ibid., 11. 

5
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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tugasnya karena suatu hal, maka diangkat menteri lain untuk menjalankan 

tugas jabatan menteri yang bersangkutan.
6
  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (sering disebut UU 

Kementerian Negara) merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 17 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Menteri-menteri dalam menjalankan tugas yang dibebankan dari 

Presiden dan Presiden dalam hak prerogatifnya untuk mengangkat jabatan 

baru di Kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu Wakil Menteri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008, 

 “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 

khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada 

Kementerian tertentu.”
7
 

Pengaturan wakil menteri dalam Pasal 10 Undang-Undang No 39 

Tahun 2008 memberikan nuansa baru bagi sistem pemerintahan di 

Indonesia. Melalui UU Nomor 39 Tahun 2008, setelah era orde lama, 

Indonesia mengakui wakil menteri dengan istilah “wakil menteri” atau 

istilah “menteri muda” saat itu. Jabatan Wakil Menteri sudah ada sejak 

jaman pemerintahan Presiden Sukarno pada kabinet pertama, kabinet 

presidensil yang dibentuk Sukarno
8
, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri 

Harmani dan Wakil Menteri Penerangan Ali  Sastroamidjojo.
 
 

Tak lama setelah melantik Menteri pada Oktober 2019, Presiden 

Joko Widodo mengangkat 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju 

periode 2019-2020. Berbagai latar belakang wakil menteri mulai dari 

partai politik, profesional hingga tim sukses. Fakta yang terjadi di 

lapangan adanya rangkap jabatan, beberapa wakil menteri yang juga 

komisaris, antara lain: 

                                                             
6
 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 189. 
7
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

8
 Yanto Bashri dan Retno Suffatni, Sejarah Tokoh Bangsa, (Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), 

196. 
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 Wamen Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris 

Utama PT PLN (Persero) 

 Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai 

Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terjadi reshuffle 

Desember 2020 dan beliau diangkat menjadi Menteri Kesehatan 

menggantikan dr. Terawan 

 Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang merangkap 

sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia 

Sebelumnya, ada Angela Tanesoedibjo yang juga menjabat sebagai 

komisaris PT MNC Investama Tbk (BHIT). Hanya Angela yang memilih 

mundur pada rapat pemegang saham BHIT pada 18 Agustus 2020 dengan 

alasan ingin fokus pada posisinya sebagai Wakil Menteri Pariwisata.9  

Pada tahun 2019 terdapat problematika terkait rangkap jabatan 

Wakil Menteri era Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2020 yang 

diajukan oleh Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 

Bayu Segara SH, dan Aktivis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Sahid Jakarta Novan Lailatul Rizky melalui kuasa hukumnya Viktor 

Santoso Tandiasa SH, MH, dkk ini berujung pada permohonan uji materiil 

undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.  

Para Pemohon dalam pokok permohonannya juga menjelaskan 

bahwa dengan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil 

menteri di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008, menyebabkan tidak 

adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri. Hal ini mengakibatkan 

orang yang menjabat sebagai wakil menteri merangkap sebagai komisaris 

atau direktur perusahaan milik negara atau perusahaan swasta. Demikian 

berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

                                                             
9
 Titis Nurdiana, (MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan 

BUMN), https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-

komisaris-di-swasta-dan-bumn, diakses pada tanggal 14 November 2020. 

https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
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2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi 

maupun anggota komisaris memangku jabatan rangkap. Menurut para 

Pemohon faktanya ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang 

merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi 

wakil komisaris utama di PT. Pertamina. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 

(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang terbit pada 27 Agustus 2020, Mahkamah 

Konstitusi harus memastikan fakta yang diajukan pemohon bahwa tidak 

ada larangan rangkap jabatan sebagai wakil menteri, yang mengakibatkan 

wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direktur 

perusahaan milik negara atau swasta. Mengenai fakta ini, meski wakil 

menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan jabatan menteri, 

karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri adalah hak 

prerogatif presiden, maka pengangkatan wakil menteri juga harus 

memiliki status resmi yang sama dengan menteri. Dengan demikian, maka 

seluruh larangan merangkap jabatan yang berlaku bagi menteri berlaku 

pula bagi wakil menteri sesuai Pasal 23 Undang-Undang Kementerian 

Negara. Peraturan ini dimaksudkan agar Wakil Menteri dapat fokus pada 

beban kerja yang perlu ditangani secara khusus oleh kementeriannya, yang 

menjadi alasan diangkatnya wakil menteri pada kementerian tertentu di 

Indonesia.
10

 

Kuasa hukum para Pemohon menjelaskan bahwa meskipun 

Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan “tidak diterima”, 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinilai Pemohon sebagai Ratio 

Decidendi atau prinsip hukum atas persoalan konstitusionalitas ketentuan 

norma pasal yang saat ini diuji Pemohon. Mengenai praktik di lapangan 

ini, Pemohon menilai masih ada wakil menteri yang menjabat sebagai 

                                                             
10

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. 
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komisaris, Pemohon menilai wakil menteri dan pejabat lainnya di bawah 

menteri memiliki konflik tanggung jawab, fungsi dan tugas.
11

 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan 

Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008, larangan merangkap menteri juga berlaku 

bagi wakil menteri, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:  

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan 

swasta; atau 

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12

  

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 80/PUU-XVII/2019. Dalam hal pengangkatan Menteri juga terdapat 

pemberhentian jabatan Menteri berlaku pula untuk wakil menteri. Akibat 

dari problematik larangan rangkap jabatan wakil menteri termasuk 

konsekuensi pemberhentian secara tidak otomatis yang pada dasarnya 

memerlukan alasan relatif, atau masih dapat dilakukan karena memerlukan 

persetujuan presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No 39 

Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa Presiden memberhentikan jabatan 

Menteri
13

 karena:  

a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;  

b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara 

berturut-turut;  

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih;  

d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23; atau  

                                                             
11

 Utami Argawati, (Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri), 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2, diakses pada tanggal 28 

September 2020. 
12

 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
13

 Andi Muh. Irvan Alamsyah, Skripsi, (Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian 

Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara), 

(“Skripsi” [--] Universitas Hasanuddin,  Makassar, 2018), 98-99. 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2
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e. alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.
14

 

Rangkap jabatan di kabinet berpotensi dapat mengganggu 

konsentrasi para anggota kabinet dan memungkinkan terjadinya 

penyelewengan kekuasaan. Untuk itu, diperlukan aturan sanksi yang tegas 

dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang 

Lembaga Kepresidenan menyangkut larangan rangkap jabatan ini. Aturan 

pelarangan rangkap jabatan bagi para anggota kabinet ini juga bisa 

diintegrasikan dalam RUU Tentang Lembaga Kepresidenan, mengingat 

RUU ini belum dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
15

  

Fokus penelitian ini adalah analisis atau interpretasi terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri. Pemerintah khususnya para menteri dan wakil 

menteri mengindahkan putusan tersebut untuk tidak merangkap jabatan 

karena putusan tersebut sebagai suatu putusan yang bersifat final dan 

mengikat yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan 

masyarakat dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Perspektif  Fiqh Siyāsah tentang perundang-undangan atau 

pengambilan keputusan, masuk dalam pembahasan diantaranya Fiqh 

Siyāsah Syar‟iyah dan Fiqh Siyāsah Wadh‟iyah. Fiqh Siyāsah Shar‟iyyah 

adalah politik yang berbasis ajaran-ajaran Allah SWT dan ajaran 

Rasulullah dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan.
16

 Sumber-

sumber pokok fiqh siyasah syar‟iyah adalah Al Quran dan al-Sunnah. 

Akan tetapi, sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang 

disebut juga Fiqh Siyāsah Wadh‟iyah) adalah sumber-sumber ini dapat 

berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat. 

                                                             
14

 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
15

 Hanta Yuda AR, Presidesialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), 302. 
16

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammmad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 41. 
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Kebijaksanaan politik jika sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa 

syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan 

oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.
 17

 

Terkait ketatanegaraan Islam termasuk dalam ranah Fiqh Siyāsah 

Dusturiyah sedangkan menteri dan wakil menteri dalam cabang Fiqh 

Siyāsah Tanfiziyyah adalah kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan 

undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah 

pemerintahan
18

 dan Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah didalamnya terdapat konsep 

Wizārah / Wazīr sebagai kementerian. Istilah wizārah bisa berasal dari 

kata wizr artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, 

atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (malja‟) karena raja minta 

pendapat atau bantuan dari wāzir, atau azar berarti punggung, karena raja 

memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya.
19

 

Istilah Wazīr sebagai pembantu khalifah dalam pelaksanaan 

pemerintahan telah dikenal pada masa kenabian yaitu ketika nabi Harun 

membantu nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada 

Fir‟aun. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur‟an surat al-Furqan 

ayat 35: 

                                                                                                 ا

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab 

(Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun 

saudaranya, menyertai Dia sebagai wazīr (pembantu).” (Q.S al-

Furqan ayat 35)
20

 

 

Penulis ingin meneliti lebih jauh penelitian terkait  “Analisis Fiqh 

Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

                                                             
17

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014),  6-7. 
18

 La Samsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri‟iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍᾹ‟iyyah”, 

Tahkim Vol. XIII, No. 1, (Juni 2017), 170. 
19

 Ibid., 167-168. 
20

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014),  167. 
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XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, untuk 

digunakan sebagai bahan referensi dan tidak adanya kesalahpahaman 

terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri di masa mendatang. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, 

yaitu: 

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia  

2. Latar Belakang Pengaturan Jabatan Wakil Menteri 

3. Judicial Review Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri  

4. Realita Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pada Kabinet Indonesia 

Maju Presiden Joko Widodo 

5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

6. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan 

Wakil Menteri 

 

2. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari 

adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah 

dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dibatasi Pada Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara. 

2. Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dibatasi Dalam 

Perspektif Fiqh Siyāsah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adanya latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang 

sudah dijelaskan. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri? 

2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

80/PUU-XVII/2019? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, penulis tidak menemukan judul 

yang sama dari penelitian sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan 

Larangan Rangkap Jabatan dengan objek penelitian yaitu Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, namun ruang lingkup, 

subyek penelitian yaitu wakil menteri dan permasalahan penelitian 

berbeda. Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai Wakil Menteri 

yang merangkap jabatan sebagai komisaris dan direktur pada perusahaan 

milik negara dan perusahaan swasta yang bertentangan dengan pasal 23 

UU No 39 Tahun 2008. 

1. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11 

 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai 

Politik. Penelitian ini ditulis oleh Yuliana Windi Agustin dari Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian 

ini, penulis membahas bahwa anggota DPD dilarang merangkap 

jabatan sebagai pengurus partai politik yang sebagian telah ditetapkan 

dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Menurut struktur organisasi 

partai politik terkait dalam putusan ini merupakan kepengurusan dari 

tingkat pusat hingga paling bawah. Keberadaan DPD secara original 

intent merupakan representasi rakyat berbasis wilayah dan tidak 

tumpang tindih kepentingan partai politik.
21

 

2. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur 

Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini 

ditulis oleh Moh. Baris Siregar dari Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini, penulis membahas 

dalam “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal 

Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 

adalah problematika larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum 

partai politik yang merangkap sebagai menteri. Oleh karena alternatif 

dalam mengatasi rangkap jabatan menteri yang diambil dari ketua 

umum partai politik, maka dalam perekrutan menteri dapat 

menggunakan sistem meristokrasi atau sistem zaken kabinet. 
22

 

3. Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik. 

Penelitian dilakukan oleh Krisnanda Maya Sandhi dari Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam kajian ini, 

penulis memaparkan “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri 

Di Partai Politik”, yang merupakan salah satu cara untuk 

                                                             
21

 Yuliana Windi Agustin, Skripsi, (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik), (“Skripsi” [--] Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019) 
22

 Moh. Baris Siregar, Skripsi, (Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari 

Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), (“Skripsi” [--] Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang, 2021)  
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meningkatkan citra politik dan demokrasi negara lebih baik. Selain 

itu, untuk mencegah menteri dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse 

of power) dan benturan kepentingan (conflict of interest), hal ini dapat 

menimbulkan banyak dampak negatif bagi semua pihak.
23

 

Penulis juga mengangkat beberapa studi penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada studi penelitian penulis. 

Berikut  berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan studi penelitian 

yang dilakukan penulis. 

1) Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy‟ari, jurnal dengan 

judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

79/PUU/IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal 

Penghapusan Jabatan Wakil Menteri”, dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan 

bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang 

inkonstitusional. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi juga 

menginstruksikan kepada presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan 

Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Berdasarkan amanat 

tersebut maka Presiden menerbitkan Perpres No 60 Tahun 2012 

Tentang Wakil Menteri.
24

 

2) Novira Maharani Sukma dan Retno Saraswati, jurnal dengan judul 

“Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011”, 

membahas tentang jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah 

                                                             
23

 Krisnanda Maya Sandhi, Skripsi, (Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai 

Politik), (“Skripsi” [--] Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018) 
24 Feliciano Pakpahan, (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU/IX/2011 

Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri), Diponegoro Law 

Journal, 1, ( Februari, 2017) 
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Konstitusi No 79/PUU-IX/2011 berasal dari pegawai negeri atau non 

pegawai negeri.
25

  

3) Rahmat Gaib, jurnal dengan judul “Posisi Wakil Menteri Dalam 

Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945”, dari segi 

kewenangan, posisi wakil menteri memang bukan posisi strategis. 

Wakil menteri hanya memiliki kewenangan mewakili menteri, bukan 

mengambil keputusan.
26

 

4) Riris Katharina, jurnal dengan judul “Posisi Wakil Menteri dan 

Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia”, membahas tentang 

pengangkatan wakil menteri, terlihat jelas bahwa Presiden sedang 

berusaha menjadikan birokrasi sebagai alat politik, yang menunjukkan 

jika birokrasi beroperasi sebagai subordinat politik (executive 

ascendancy).27 

5) H. Hidayat Sahabbudin, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Tentang Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres No. 

60 Tahun 2012”, membahas tentang jika menteri berhalangan 

sementara, wakil menteri akan menggantikannya sebagai menteri 

untuk menjalankan tugasnya. Namun, jika menteri tidak hadir secara 

permanen, wakil menteri akan menggantikan menteri untuk jangka 

waktu tertentu sambil menunggu presiden memilih menteri baru untuk 

menggantikan menteri yang lama.
28

  

                                                             
25 Novira Maharani Sukma dan Retno Saraswati, (Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011), Law 

Reform, 2, ( Januari, 2013) 
26 Rahmat Gaib, (Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 

1945), Lex et Societatis, 10, ( November, 2015) 
27 Riris Katharina, (Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia), 

Jurnal Politica, 2, ( Juni, 2011 ) 
28 H. Hidayat Sahabbudin, Skripsi, (Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi dan Kedudukan Wakil 

Menteri Menurut Perpres No. 60 Tahun 2012), (“ Skripsi” [--] Universitas Hasanuddin, Makassar, 

2013)  
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Penelitian yang penulis akan bahas terkait dengan “Analisis Fiqh 

Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah di atas agar dapat memahami tujuan penelitian ini dengan jelas 

dan detail, antara lain: 

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 

Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. 

2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

80/PUU-XVII/2019. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini memiliki banyak manfaat baik secara 

teori dan praktik, yaitu: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi akademisi 

Mengenai hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi perkembangan keilmuan di 

bidang kementerian negara, khususnya tentang larangan 

merangkap jabatan sebagai wakil menteri. Oleh karena itu dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian 

selanjutnya di kemudian hari. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi DPR  
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Sebagai lembaga yang penyusun peraturan perundang-

undangan dapat lebih terbuka dalam menafsirkan undang-undang 

yang terkait Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga 

masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari pembuatan 

peraturan tersebut.  

b. Bagi praktisi dan masyarakat 

Diharapkan masyarakat dan praktisi dapat memahami dan 

menerapkan ketentuan yang melarang wakil menteri merangkap 

jabatan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dirancang untuk mendorong pemahaman 

tentang judul dan konteks diskusi. Penulis memberikan definisi istilah-

istilah dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Fiqh Siyāsah adalah ilmu fiqh yang mengatur tentang 

penyelenggaraan negara, salah satu cabangnya adalah fiqh siyāsah 

dusturiyah, yakni berkaitan dengan hukum tata negara Islam. Terkait 

kelembagaan Wakil Menteri dan Menteri sendiri masuk ke dalam 

kajian cabang tanfiziyyah sebagai lembaga eksekutif dan terdapat 

konsep wizārah / wazīr sebagai kementerian yang mana Wakil 

Menteri merupakan bagian dari lembaga eksekutif. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 berdasarkan 

pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi memuat klausul 

yang berisi tentang problematik pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 

NRI 1945 meskipun dalam putusan perkara tersebut Mahkamah 

Konstitusi memutus dengan amar “tidak dapat diterima”, 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinilai Pemohon sebagai Ratio 
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Decidendi atau prinsip hukum atas persoalan konstitusionalitas 

ketentuan norma pasal yang saat ini diuji Pemohon. Dengan merujuk 

kepada praktik di lapangan bahwa masih terdapat wakil menteri yang 

merangkap jabatan dan bertentangan dengan Pasal 23 huruf (b) 

Undang-Undang No 39 Tahun 2008. 

3. Larangan Rangkap Jabatan adalah larangan dua atau lebih jabatan 

yang dipegang seseorang dalam pemerintah atau organisasi, misalnya 

seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau 

direktur di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.  

4. Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili menteri yang diangkat 

oleh Presiden, jika terdapat beban kerja memerlukan penanganan 

khusus berdasarkan pasal 10 UU No 39 Tahun 2008. “Wakil Menteri 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil 

Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai 

Negeri.” Hal ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 6 Peraturan Presiden 

No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.
29

  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang menghimpun 

data dan menganalisis data secara sistematis untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi terkait Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). 

Istilah legal research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu 

                                                             
29

 Zaki Ulya, (Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945), Jurnal Legislasi Indonesia, 2, (Juni, 2016), 214. 
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normatif.
30

 Penelitian hukum (legal research) bertujuan untuk 

menemukan kebenaran konsistensi, yaitu ada tidaknya aturan hukum 

berdasarkan norma hukum, apakah terdapat norma yang ada berupa 

perintah atau larangan yang didasarkan pada prinsip hukum, dan 

apakah perilaku (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (tidak 

hanya berdasarkan peraturan hukum) atau prinsip hukum.
31

  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian ini 

termsuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). Dalam metode pendekatan perundang-undangan 

peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan.
32

 Oleh karena dalam pendekatan perundang-

undangan peneliti melihat kepada bentuk peraturan perundang-

undangan dan menelaah materi muatannya, peneliti perlu 

mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan 

filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-

undang.
33

 

 

2. Data yang dikumpulkan  

Secara rinci, data yang dikumpulkan untuk menjawab dari 

rumusan masalah di atas antara lain berupa data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Data yang dipergunakan dalam penentuan larangan 

rangkap jabatan Wakil Menteri ialah semua peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian 

                                                             
30

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 55.  
31

 Ibid., 47.  
32

 Ibid., 137. 
33

 Ibid., 142. 
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Negara terutama Wakil Menteri, tugas dan kedudukan Wakil 

Menteri serta larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yang digunakan dalam Analisis Fiqh 

Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri berupa buku, ebook, berita, skripsi, tesis, makalah 

hukum dan jurnal hukum, dan sebagainya. 

3. Sumber Data 

Menurut latar belakang penulis dan rumusan masalah, 

terdapat dua jenis sumber penelitian hukum, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder.  

a. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan 

hakim. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai data primer 

adalah: 

 

1) UUD NRI 1945. 

2) UU No 39  Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

3) UU No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 

4) Peraturan Presiden No 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi 

Kementerian Negara. 

5) Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012. 

6) Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019. 

 

b. Data sekunder berupa semua publikasi hukum meliputi buku, 

ebook, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan komentar atas 

putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah: 
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1) Rendy Adiwilaga, et al, Sistem Pemerintahan Indonesia, 

Sleman: Penerbit Deepublish, 2018 

2) Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia 

Group, 2017 

3) Yanto Bashri dan Retno Suffatni, Sejarah Tokoh Bangsa, 

Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004 

4) Hanta Yuda AR, Presidesialisme Setengah Hati Dari 

Dilema ke Kompromi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010 

5) Andi Muh. Irvan Alamsyah, Analisis Hukum Pengangkatan 

Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 

(“Skripsi” [--] Universitas Hasanuddin, Makassar), 2018 

6) Ach Rubaiae, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi 

(Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis), Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo Yogyakarta dan Kantor Advokat 

“Hufron & Rubaie”, 2017 

7) Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi 

Ketatanegaraan Indonesia, Sleman: Penerbit Deepublish, 

2018 

8) Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah Konstekstualisasi Doktrin 

Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 

9) La Samsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri‟iyyah, Al-Sulṭah Al-

Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍᾹ‟iyyah”, vol. 8, no. 1, 

(Juni, 2017) 

10)  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta:   

Prenadamedia Group, 2005 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan pencarian 

untuk menemukan bahan hukum yang terkait dengan isu terkini. 

Peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), maka yang harus dilakukan peneliti adalah 

menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum tersebut.
34

 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Pengorganisasian data dengan cara menyusun secara sistematis 

sesuai dengan penjelasan dengan melakukan perumusan 

deskripsi. 

b. Editing, yaitu pemeriksaan data dari referensi, arti dan makna, 

istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data secara 

cermat. 

c. Melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian dan editing 

dengan cara menggunakan dasar hukum dan kaidah/norma 

sehingga diperoleh suatu deskripsi terkait dengan Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. 

 

6. Teknik Analisis Data   

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menggambarkan 

dan menguraikan masalah tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/ 

2019 untuk disesuaikan relevansinya dengan teori Fiqh Siyāsah. 

Dalam penelitian ini digunakan kerangka berfikir deduktif adalah 

menrarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu. 
                                                             
34

 Ibid., 237. 
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Kesimpulan ditarik dari keadaan yang berlaku umum untuk hal-hal 

yang khusus
35

 untuk permasalahan berkaitan tentang teori Fiqh 

Siyāsah yang berhubungan dengan Siyāsah Dusturiyah dengan 

cabangnya dalam ranah Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah sebagai kekuasaan 

eksekutif dan Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah didalamnya terdapat wakil 

menteri yang termasuk konsep Wizārah / Wazīr sebagai kementerian.  

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dengan cara 

pembahasan disusun bab per bab, dan setiap bab berisi sub bab dan 

disusun secara sistematis, sebagai berikut: 

Bab 1 merupakan pendahuluan, dan bab pertama merupakan latar 

belakang, termasuk alasan dari permasalahan tersebut, sebagai 

pendahuluan untuk lebih memahami isi penelitian ini. Selain itu terdapat 

sub bab lain yaitu identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab 2 berisi penjelasan teoritis terkait analisis Fiqh Siyāsah, yang 

akan dianalisis pada sub bab berikutnya. Mulai dari pengertian Fiqh 

Siyāsah, ruang lingkup Fiqh siyāsah, pembahasan terkait fiqh siyāsah 

dusturiyah meliputi, shar‟iyyah, wadh‟iyah, tanfiziyyah (lembaga 

eksekutif) dan konsep wizārah / wazīr (kementerian), tinjauan larangan 

rangkap jabatan menurut hukum Islam, dan sub bab kedudukan dan 

kewenangan wakil menteri di Indonesia. 

Bab 3 menguraikan tentang kedudukan wakil menteri, hak 

prerogatif presiden, larangan rangkap jabatan, pengangkatan dan 

pemberhentian menteri, kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo, 

                                                             
35

 Kun Maryati dan Jujun Suryawati, Sosiologi, (Jakarta: Esis, 2001), 96. 
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dan pertimbangan hukum hakim mengenai larangan pengangkatan 

rangkap wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU- 

XVII/2019.  

Bab 4 membahas analisis Fiqh Siyāsah dan analisis yuridis 

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri. 

Bab 5 membahas penutup dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran yang merupakan uraian singkat mengenai masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI 

DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH 

A. Pengertian Fiqh Siyāsah 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, fiqh 

berarti "pemahaman yang dalam". Amir Syarifuddin mengutip ucapan 

Imam al-Tarmidzi bahwa "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui 

kedalaman dirinya. Kata "faqaha" diungkapkan 20 kali dalam Alquran, 19 

di antaranya digunakan untuk menunjukkan "kedalaman pengetahuan yang 

bermanfaat". Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath‟i), 

fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut 

istilah, fiqh adalah: 

انتفصيهيح انته  ا نعهى تاالأدكاو  انشرعيحانعًهيحانًكتسثحيٍ     

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 

amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).” 

Definisi ini dapat dipahami, fiqh adalah upaya dari ulama 

(mujtahidin) dengan cermat mendalami hukum syara agar umat Islam 

dapat mengamalkannya. Fiqh juga disebut hukum Islam. Karena fiqh 

bersifat ijtihādiyah, maka pengertian hukum syara' juga akan berubah dan 

berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 

kondisi manusia itu sendiri.  

Kata “siyasah” berasal dari kata sāsa, yang berarti regulasi, 

manajemen, memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijakan. Pengertian bahasa ini berarti bahwa tujuan dari siyasah adalah 
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untuk mengatur dan merumuskan kebijakan mengenai hal-hal yang 

memiliki arti politik.
36

 

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 

fiqh siyāsah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, 

yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran 

para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan 

sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima 

perbedaan pendapat.
37

 

Objek kajian fiqh siyāsah secara substansial berkaitan dengan 

ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut: 

1. Hak-hak individu dalam bernegara; 

2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara; 

3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik; 

4. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara; 

5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi 

mencapai kekuasaan suatu pemerintahan; 

6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat 

dan negara; 

7. Pelaksanaan demokrasi politik;  

8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 

9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.
38

 

 

 

                                                             
36 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014),  2-3. 
37

 Ibid., 4.  
38

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35-36. 
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B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siyāsah. Di antaranya ada yang membagi 

menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang, atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Namun ini tidaklah terlalu 

prinsip, karena hanya bersifat teknis. 

Menurut Imam al Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-

Aḫkām al-Sulthāniyyah, lingkup kajian fiqh siyāsah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang siyāsah dustūriyyah (peraturan 

perundang-undangan), siyāsah māliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah 

qadhā‟iyyah (peradilan), siyāsah ḫarbiyyah (hukum perang), dan siyāsah 

„idāriyyah (administrasi negara).
39

 Selanjutnya, ruang lingkup fiqh siyāsah 

ini terdiri dari empat bagian: 

1. Politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, 

peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang / hukum. 

Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan aturan dasar negara, 

bentuk dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, 

kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 

dan rakyat.  

2. Politik luar negeri dalam bentuk hubungan antarnegara Islam dan non-

Islam, tata cara pergaulan warga negara Muslim dan non-Muslim di 

negara Islam, dan hubungan antarnegara Islam dan negara lain, dalam 

keadaan perang dan damai. 

3. Politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, 

perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, 

dan perbankan.  

                                                             
39

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 14. 
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4. Politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk 

juga jaminan keamanan terhadap tawanan perang dan harta rampasan 

perang serta usaha menuju perdamaian.
40

 

 

C. Fiqh Siyāsah Dustūriyah 

Kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah 

dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyāsah 

dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan 

penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam 

bernegara.
41

 

1. Pengertian Fiqh Siyāsah Dustūriyah 

Fiqh Siyāsah Dusturiyah, yakni siyasah yang berhubungan 

dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem 

pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak 

dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam istilah modern disebut 

hukum konstitusi. Siyasah dusturiyah ini meliputi sebagai berikut. 

a. Siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah (siyasah tentang pembentukan 

dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam). 

b. Siyasah qadha‟iyyah syar‟iyyah (siyasah tentang peradilan yang 

sesuai dengan syariat Islam). 

c. Siyasah idariyah syar‟iyyah (siyasah tentang administrasi yang 

sesuai dengan syariat Islam). 

d. Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah (siyasah mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).
42

 

                                                             
40

 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 

189. 
41 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 36. 
42

 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020), 67. 
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Terdapat dua hal yang terkait dengan judul yang penulis bahas 

mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 

Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri yaitu, Mahkamah 

Konstitusi termasuk salah satu badan peradilan di Indonesia dalam 

ranah fiqh siyāsah dusturiyah dimana yang dimaksud adalah siyasah 

qadha‟iyyah syar‟iyyah (siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan 

syariat Islam) dan Wakil Menteri termasuk lembaga eksekutif sebagai 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi 

presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang 

membantunya termasuk dalam siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah 

(siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif). 

2. Bidang Sultah Qadā’ iyyah 

Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa al-qadha dalam 

pengertian istilah dipakai dalam beberapa arti. Pertama, al-qadha 

diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dari 

memutus perkara. Kedua, al-qadha diartikan sebagai tempat memutus 

perkara saja (al-qadha-u alwilayatul ma‟rufatu), atau diartikan juga al-

qadha ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan 

perselisihan (gugat-menggugat), menyelesaikan segala sengketa 

dengan menerapkan hukum syara‟ yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

as-Sunnah (al-qadha-u huwal faslu chusumati hasman littada‟i wa 

qath‟an linniza‟i bil ahkamisysyar‟iyati al mutalaqqati minal Kitabi 

was Sunnah). Ketiga, al-qadha adalah segala peraturan yang 

merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa 

yang mempunyai kekuasaan yang umum (al-qadha qaulun mulzimun 

shadara‟an dzi wilayatin ammatin).
43

 Dalam sejarah Islam, kekuasaan 

lembaga ini biasanya meliputi:  

                                                             
43

 Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat, (Jakarta: Kencana, 2016), 230-231. 
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a. wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis),  

b. wilayah al-qaḍā (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan 

c. wilayah al-maȥālim (lembaga peradilan yang menyelesaikan 

perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan 

tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan 

dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 

pejabat negara yang melanggar hak rakyat).
44

 

Hal ini sesuai judul yang dibahas oleh penulis mengenai 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai pejabat negara 

termasuk Sultah Qadā‟iyyah dalam wilayah al mazālim (lembaga 

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara 

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik 

yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta 

perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).   

 

D. Bidang Sultah Tanfiziyyah 

Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah) terdapat beberapa 

bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, 

imarah/‟āmir,‟ dan wizarah/wāzir. Penulis akan menjelaskan wakil 

menteri yang termasuk kementerian dalam konsep wizārah / wazīr. 

1. Konsep Wizārah / Wazīr 

Kata “wizārah” diambil dari kata “al-wazr” yang berarti “al-

tsuql” atau berat. Dikatakan demikian karena wazîr memikul beban 

                                                             
44

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 158. 
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kewajiban negara yang berat. Dialah yang mendelegasikan sebagian 

dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.  

Al-Mawardi merinci tiga pendapat tentang asal usul kata 

wizārah. Pertama-tama, wizārah berasal dari kata al wizar yang berarti 

al-tsuql (beban), karena sebagaimana disebutkan di atas, wazîr 

bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan 

kepadanya oleh kepala negara. Kedua, wizārah terambil dari kata al-

wazar yang berarti al-malja‟ (tempat kembali). Pemahaman ini dilihat 

dari ungkapan dalam Al-Qur‟an (كم لاوزر) (Sekali-kali tidak. Tak ada 

tempat kembali [perlindungan] pada hari kiamat). Disebut demikian 

karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan konsep wazîr untuk 

kepala negara memutuskan kebijakan negara. Ketiga, wizārah juga 

berasal dari al-azr yang berarti al-zhuhr (punggung). Hal ini sejalan 

dengan fungsi dan tanggung jawab wazîr,  yang menjadi pilar 

penyelenggara kekuasaan kepala negara. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wazîr 

adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan 

tugasnya. Sebab pada dasarnya, tanpa tenaga ahli dan terpercaya yang 

dapat diandalkan di bidangnya masing-masing, kepala negara tidak 

akan mampu menyelesaikan semua persoalan politik dan 

pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan 

kekuatan dan gagasan Wazîr untuk mempercayakan beberapa 

persoalan nasional yang pelik kepada Wazîr. Dengan kata lain, Wazîr 

adalah tangan kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.
 45

 

Istilah Wazīr sebagai pembantu khalifah dalam pelaksanaan 

pemerintahan telah dikenal pada masa kenabian yaitu ketika nabi 

Harun membantu nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya 

                                                             
45

 Ibid., 166-167. 
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kepada Fir‟aun. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur‟an surat 

al-Furqan ayat 35: 

                                                                                                  ا

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab 

(Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun 

saudaranya, menyertai Dia sebagai wazīr (pembantu).” (Q.S al-

Furqan ayat 35)
46

 

 

Di masa Bani Abbas, wazīr ini mulai digunakan di lembaga 

pemerintahan negara. Oleh karena itu, Wazīr berfungsi sebagai 

koordinator menteri lain dengan fungsi dan tugas-tugas tertentu. 

Berdasarkan perbedaan peran di atas, al-Mawardi membagi menjadi 

dua bentuk, diantaranya: 

a. Wazîr al-tafwîdh 

Adalah menteri yang memiliki kekuasaan luas dalam 

menentukan kebijakan politik negara. Ia memainkan peran 

perdana menteri di sini. Tanggung jawab dan kewenangan luas 

yang dijelaskan oleh al-Mawardi antara lain memutuskan apa 

yang dia pikirkan, mencapai kesepakatan dengan pihak lain, 

membuat undang-undang, memimpin dan menyatakan perang 

sesuai dengan jihadnya. Singkatnya, al-Mawardi menegaskan 

bahwa segala sesuatu yang menjadi kewenangan kepala negara 

bisa dilakukannya. 

Wazîr tafwîdh tidak dapat melakukan tiga hal yang 

menjadi hak khalifah sepenuhnya, yaitu mengangkat dan 

menunjuk pengganti wazîr, meletakkan jabatan langsung kepada 

rakyat, dan memberhentikan pegawai yang ditunjuk kepala negara 

(khalifah). Di sisi lain, jika tindakan wazîr tafwidh menyimpang 

                                                             
46

 Ibid., 167. 
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dari tugasnya, maka kepala negara berhak mengutuk atau bahkan 

memecat.  

Menurut derajat dan besarnya kewenangan dan tanggung 

jawab Wazîr tafwîdh, syarat yang harus dipenuhi harus sama 

dengan syarat kepala negara. Wazîr tafwîdh harus seorang 

mujtahid karena dia harus menyebarluaskan dan memutuskan 

hukum sesuai dengan ijtihadnya. 

b. Wazîr al-tanfîdz 

Kekuasaan wazîr tanfîdz jauh lebih kecil dari wazir 

tafwîdh. Wazîr tanfîdz inilah yang menerjemahkan dan 

melaksanakan kebijakan politik yang diputuskan oleh kepala 

negara atau wazîr tafwîdh agar masyarakat luas dapat memahami 

dan menerimanya. 

Karena kekuasaannya terbatas, maka persyaratan menjadi 

wazîr tanfîdz tidak begitu sulit. Ia hanya disyaratkan memiliki 

sifat dapat dipercaya, jujur, tidak materialistis, dapat diterima 

masyarakat, ingatannya kuat dan cerdas serta tidak 

memperturutkan hawa nafsu. Selain itu, wazîr tanfîdz juga tidak 

harus seorang Muslim. Non-Muslim dapat memegang posisi ini 

selama mereka mampu. Dilihat dari ketentuan yang ditetapkan, 

al-Mawardi tampaknya lebih menekankan prinsip akuntabilitas 

dan akseptabilitas ketika menunjuk wazîr tanfîdz.
47

 

Di zaman modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi 

dengan Barat, pembentukan kewaziran atau dewan menteri sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, 

ada dua model kementerian di dunia. Yang pertama adalah model 

presidensial, dan yang kedua adalah model parlementer. Dalam model 

                                                             
47

 Ibid., 168-170. 
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presidensial, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden yang 

mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan 

sama. Contoh model presidensial adalah sebagaimana yang diterapkan 

oleh negara Indonesia sekarang dan Mesir.
48

  

Di Indonesia menganut sistem presidensial, dimana kekuasaan 

eksekutif sebagai penyelenggara negara dengan tugas-tugas 

pemerintahan yang dibebankan oleh menteri dan pada kementerian 

tertentu dibantu oleh wakil menteri. Sehingga menteri dan wakil 

menteri di Indonesia bisa disebut wazīr tanfīdz karena di Indonesia 

terdapat non muslim yang dapat memegang posisi wazīr tanfīdz selama 

mereka mampu.  

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Rangkap Jabatan 

Suatu ketika Abu Dzar RA meminta kepada Rasulullah SAW 

agar diberi suatu jabatan. Rasulullah menjawab permintaan Abu Dzar 

dengan sabdanya, 

,                                                                                              ،                  

       ي                                                         

Artinya: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau seorang 

yang lemah dan sesungguhnya jabatan itu adalah suatu amanah, 

dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari 

kiamat kecuali yang menjalankannya dengan baik dan 

melaksanakan tanggungjawabnya (HR. Muslim). 

Imam Muslim dan an-Naisaburi menempatkan hadits ini dalam 

bab Imarah (Kepemimpinan) Karahah al Imrah Biqhari Darwah (dia 

benci menerima kepemimpinan dalam situasi darurat). Imam Nawawi 

menyampaikan bahwa hadits ini merupakan prinsip penting menjauhi 

jabatan dan kepemimpinan, terutama bagi mereka yang lemah 

                                                             
48

 Ibid., 174-175. 
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tanggung jawab. Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa jabatan 

adalah amanah. 

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT akan meminta 

pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang jabatannya, 

apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya (HR. Ibnu 

Hibban).
49

 

Dalam kaidah fiqh siyāsah dijelaskan: 

٠انتصرف عهى انرعيح ينوط تانًصهذح  

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya 

harus sesuai dengan kemaslahatan” 

Kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus 

memperhatikan keinginan rakyatnya. Karena jika keinginan 

masyarakat tidak diperhatikan, keputusan pemerintah tidak akan 

efektif. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak boleh membuat 

peraturan perundang-undangan yang membahayakan masyarakat. 

Sebagai contoh penerapan aturan ini, pemerintah tidak boleh 

mengangkat seseorang ke posisi yang bukan bidangnya, apalagi hanya 

berdasarkan keakraban (nepotisme). Di sini pemerintah harus 

mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan 

seseorang sesuai keahliannya.
50

 

Atas dasar kaidah tersebut rangkap jabatan dapat di analisis 

dengan hasil analisa baik berupa kemaslahatan ataupun kemudharatan. 

Dalam kaidah fiqh siyāsah dijelaskan:   

 درأ انًفاسذ يقذو عهى جهة انًصانخ

 “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”.  

                                                             
49 Sofyan Siroj, (Islam, Jabatan, dan Kekuasaan), 

https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-

kekuasaan, diakses pada 28 Oktober 2020. 
50

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah  Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 18. 

https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan
https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan
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Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan 

politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau 

dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi 

menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang 

harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.
51

 

Landasan tersebut diperkuat dengan kaidah fiqh siyāsah yaitu:  

٠انخاصح انًصهذح انعايح يقذ يح عهى ايصهذح  

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan 

individu.
52

  

Kaidah ini mengandung makna kemaslahatan umum dan orang 

banyak harus di utamakan dari pada kemaslahatan pribadi dengan kata 

lain ketika mempunyai rangkap jabatan di khawatirkan kinerjanya 

tidak fokus karena mempunyai dualisme loyalitas. 

Kaidah yang berhubungan dengan rangkap jabatan wakil 

menteri bisa diketahui bahwa “menolak mafsadah didahulukan 

daripada meraih maslahah”. Intisari hal ini masuk dalam kaidah yang 

umum “apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan 

kejelekan, atau saling berbenturan, maka wajib menimbang yang 

paling kuat di antara keduanya”.
53

 Apabila mafsadah dan maslahatnya 

seimbang, maka secara umum menolak mafsadah lebih didahulukan 

daripada meraih kemaslahatan yang ada.  

  

 

                                                             
51

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 11. 
52

 Ibid. 
53

 Artikel Muslimah.Or.Id, Kaidah Penting: Menolak Mafsadat Didahulukan Daripada 

Mengambil Manfaat, https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-

didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2021. 

https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html
https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html
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BAB III 

KETENTUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN 

WAKIL MENTERI 

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya 

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada 

setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan 

Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal 

konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah 

kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong 

dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua 

komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di 

tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi 

berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai 

dalam keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.  

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah 

mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of 

constitutions) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of 

constitutions).
54

 Salah satu substansi Perubahan Ke III UUD 1945 yang 

disahkan dalam sidang tahunan MPR Tahun 2001 adalah diperintahkannya 

untuk membentuk suatu organ (komponen) konstitusi yang dinamakan 

Mahkamah Konstitusi yang kewenangan dan kewajibannya diatur dalam 

Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C UUD 1945.
55

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 

1945 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto 

                                                             
54 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2010), 221. 
55

 Abdul Rasid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006), 326. 
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Undang-Undang No 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No 4 Tahun 

2014 Tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi 

adalah: 

a. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman; 

b. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan 

c. Sebagai penegak hukum dan keadilan.
56

 

Wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari UUD 1945 yang 

diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C UUD 1945 dan dijabarkan 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, 

kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik 

atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan DPR 

jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat 

mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 02 Tahun 2002 membedakan pengertian antara 

permohonan dan gugatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tidak mengenal gugatan.
57

 Kewenangannya meliputi: 

a. Menguji undang-undang terhadap UUD; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD; 

c. Memutus pembubaran partai politik; dan  

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Sedangkan kewajibannya adalah memberi putusan atas pendapat 

DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden 

menurut UUD 1945 (Pasal 24C ayat (2)) dan apabila terbukti telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
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 Kristian. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint Menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Tangerang: An Image, 2017), 

16. 
57

 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006), 222. 
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korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden 

dan/atau wakil presiden (Pasal 7A UUD 1945).
58

 

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 80 negara di seluruh dunia 

yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan yang 

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di satu negara dengan negara lainnya 

memang bisa berbeda-beda. Akan tetapi, di antara beragam kewenangan 

yang berbeda-beda itu, ada satu kewenangan utama yang pasti dimiliki 

oleh semua Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, yakni kewenangan 

pengujian konstitusional atau yang disebut juga judicial review.
59

 

B. Pengaturan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Sistem 

Pemerintahan Indonesia 

1. Dasar Filosofis 

1.1.Wakil Menteri di Era Revolusi Fisik 

Menurut sejarah pemerintahan Indonesia, jabatan Wakil 

Menteri suda ada sejak era kabinet presiden pertama Ir. Soekarno 

setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (2 

September - 14 November 1945), yakni Wakil Menteri Dalam 

Negeri Harmani dan Wakil Menteri Penerangan Ali  

Sastroamidjojo. Meskipun UUD 1945 masih digunakan, Indonesia 

belum memasuki era pemerintahan parlementer yang dipimpin 

oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.
60

 

Kabinet Sjahrir I yang dibentuk pada tanggal 14 Nopember 

1945 itu terdiri dari 23 menteri dan 2 wakil menteri, yaitu Wakil 
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 Ibid., 289-290. 
59

 Arief Ainul Yaqin, Constitutional Question, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1. 
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 Yanto Bashri dan Retno Suffatni, Sejarah Tokoh Bangsa, (Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa, 
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Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Mr. Harmani dan Wakil 

Menteri Keamanan Rakyat yang dijabat oleh Abdul Murad.
61

 

Pada Kabinet Sjahrir II, untuk pertama kalinya jabatan 

menteri muda diadakan, adapun tugas dan fungsi dari jabatan ini 

adalah membantu menteri-menteri utama dalam bidangnya masing-

masing, oleh karena itu jabatan ini dapat dipersamakan dengan 

wakil menteri sebagai mana dalam kabinet sebelumnya. Kabinet 

Sjahrir III yang beranggotakan 31 menteri yang dilantik pada 

tanggal 5 Oktober 1946 ini terdiri 12 menteri muda.
62

 

Jabatan menteri muda dalam kabinet Amir Sjarifuddin I 

adalah bagian dari kompromi politik dari kelompok-kompok yang 

ikut dalam kabinet. Kabinet Amir Sjarifuddin II tidak jauh berbeda 

dengan yang pertama, karena reshuffle yang dilakukan semata-

mata hanya untuk memasukkan Masjumi dalam kabinet ini 

sehingga jumlah Menteri Muda tidak berubah sama sekali.
63

 

1.2.Wakil Menteri di Era Demokrasi Parlementer 

Selama kurun waktu 1950-1959 atau 9 tahun kekuasaan 

Kabinet Parlementer dengan tujuh kabinet menteri yang terbentuk, 

jabatan menteri muda hanya ada dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 

II (1956-1957) dengan tiga jabatan menteri muda yaitu: 

 Menteri Muda Pertanian yang dijabat oleh Sjech Marhaban 

 Menteri Muda Perekonomian dijabat oleh F.F.Umbas 
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 Abdul Kadir Bubu, Tesis, (Wakil Menteri Dalam Kabinet-Kabinet Indonesia (Studi Terhadap 

Pembentukan dan Pergeserannya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia)) (“Tesis” [--] Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013), 176. 
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 Ibid., 177-178. 
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 Menteri Muda Perhubungan dijabat oleh A.B.de Rozi
64

 

1.3.Wakil Menteri di Era Demokrasi Terpimpin  

Sepanjang kekuasaan Orde Lama (1959-1966), setidaknya 

ada tujuh kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno. Dalam tujuh 

kabinet bentukan Sukarno tersebut, eksistensi wakil menteri dan 

menteri muda terlihat pada Kabinet Kerja I (1959-1960), dengan 

25 menteri muda dan Kabinet Kerja III (1962-1963), dengan 8 

wakil menteri.
65

 

1.4.Wakil Menteri di Era Orde Baru 

Pembentukan Kabinet Era Orde Baru tidak berbeda jauh 

dengan Orde Lama. Dengan menggunakan Pasal 17 UUD 1945 

Presiden memiliki wewenang mutlak dalam membentuk Kabinet. 

Sepanjang kekuasaan Orde Baru (1966-2008), setidaknya sembilan 

Kabinet yang terbentuk. Tiga kabinet diantanya terdapat jabatan 

Menteri Muda dalam komposisi kabinetnya, tugas dan fungsi dari 

jabatan ini tidak berbeda dengan kabinet sebelumnya yakni 

membentu menteri utama dalam bidang tertentu.
66

 

1.5.Wakil Menteri di Era Reformasi 

Dalam kabinet reformasi sejak Habibie sampai sekarang, 

terdapat tujuh kabinet yang berkuasa. Diantara kabinet-kabinet itu, 

terdapat dua kabinet yaitu Persatuan Nasional II Presiden 

Abdurrahman Wahid dan Kabinet Indonesia Bersatu II yang 

menggunakan jabatan menteri muda dan wakil menteri.
67
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2. Dasar Hukum 

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut 

“sistem presidensiil” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam 

Penjelasan UUD 1945.
68

 Sistem presidensial adalah sistem 

pemerintahan yang berpusat pada kedudukan presiden sebagai kepala 

pemerintahan (head of government) dan kepala negara (head of state) 

(Asshiddiqie, 1997:31).
69

 Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) UUD NRI 

1945 menyebutkan bahwa : “Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden 

dalam arti yang sebenarnya dalam menjalankan tugasnya presiden 

dibantu oleh menteri-menteri. Hal ini telah diatur pada Bab IV Tentang 

Kementerian Negara Pasal 17 UUD NRI 1945:  

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
70

 

 

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan 

Kementerian Negara berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan 

kepada Presiden untuk membentuk lembaga Kementerian. 

Menurut Jimly Assidhiddiqie, Pasal 17 ayat (2) dan (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, 

bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” 

Ketentuan ini mengandung arti: Pertama, bahwa Presiden sesuai 

dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk mengangkat 

                                                             
68
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Prenadamedia Group, 2010), 158. 
69

 Rendy Adiwilaga, et al, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), 
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dan memberhentikan menteri sebagai “pembantu” dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedua, setiap menteri akan 

melaksanakan tugas sesuai bidang yang telah ditentukan kepadanya 

dalam pemerintahan. Dengan demikian, pada menteri tidak 

dibenarkan adanya rangkap jabatan terkecuali dalam kondisi tertentu, 

jika suatu menteri karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan 

tugasnya maka menteri yang lain berdasarkan penugasan dari Presiden 

ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas jabatan menteri yang 

bersangkutan.
71

  

Menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh 

Presiden dalam hak prerogatifnya dapat mengangkat wakil menteri 

pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang 

membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini diatur pada Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

bahwa:   

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan 

penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil 

menteri pada kementerian tertentu."
72

  

 

Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain: 

a. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang berdaya guna dan berhasil guna. 

b. Meningkatkan efesiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 

beberapa Kementerian Negara. 

c. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran tertentu yang 

hendak dicapai oleh Kementerian Negara.
73

 

Pengangkatan wakil menteri sesuai dengan konstitusi adalah 

bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 189. 
72

 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
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Pontianak, 2016),  46. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

42 

 

tugasnya. Dalam UUD NRI 1945 dengan tidak adanya perintah 

maupun larangan memberlakukan asas umum di dalam hukum bahwa 

“sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh 

dilakukan” selama tidak melanggar hak-hak konstitusional atau 

ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

C. Kedudukan dan Kewenangan Wakil Menteri  

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili menteri yang 

diangkat oleh Presiden jika terdapat beban kerja yang membutuhkan 

penanganan secara khusus sebagai hak prerogatif Presiden sesuai Pasal 10 

Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
74

 

Pengaturan tersebut dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 

2012 tentang Wakil Menteri yang memuat tugas dan rincian tugas, 

kewenangan, pertanggungjawaban, hak keuangan dan fasilitas Wakil 

Menteri sebagai landasan hukum kedudukan Wakil Menteri.   

Beberapa kewenangan sebelum adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B, dan Pasal 69C 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara.
  

Pasal 69A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69, yaitu: 

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan 

kebijakan Kementerian; dan 

b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian 

kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di 

lingkungan Kementerian. 
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Pasal 69B Peraturan Presiden No 91 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A meliputi: 

a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan 

Kementerian; 

b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja 

dan kontrak kinerja; 

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada 

Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian; 

d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kementerian; 

e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan 

pengisian jabatan di lingkungan Kementerian; 

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di 

lingkungan Kementerian; 

g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin 

rapat sesuai dengan penugasan Menteri; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan 

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas 

khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau 

melalui Menteri. 

 

Pasal 69C Peraturan Presiden No 91 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

Bidang dan rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam 

Pasal 69A dan Pasal 69B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing 

Menteri yang bersangkutan.
75

 

 

Sesudah terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-

IX/2011 pengaturan mengenai kewenangan Wakil Menteri yang diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 12 Peraturan 

Presiden No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pada intinya tidak ada 

perbandingan yang signifikan antara pengaturan kewenangan Wakil 

Menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 

                                                             
75

 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 
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79/PUU-IX/2011.
76

 Oleh karena itu, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan (2), Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 12 Peraturan Presiden No 60 Tahun 

2012, yang bunyinya sebagai berikut: 

Pasal 2 Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil 

Menteri: 

(1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri 

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian 

(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau 

pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan 

b. Membantu Menteri dalam mengoordinasikan 

pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi 

eselon I di lingkungan Kementerian. 

 

Pasal 3 Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil 

Menteri: 

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: 

a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan 

Kementerian;  

b. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja 

dan kontrak kinerja; 

c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada 

Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian; 

d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kementerian; 

e. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan 

pengisian jabatan di lingkungan Kementerian; 

f. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di 

lingkungan Kementerian; 

g. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin 

rapat sesuai dengan penugasan Menteri; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan 

i. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas 

khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui 

Menteri. 

 

                                                             
76
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Pasal 9 Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil 

Menteri: 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara 

administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Kementerian. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis 

didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat 

Jenderal/ Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di 

lingkungan Kementerian.  

 

Pasal 12 Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil 

Menteri: 

(1) Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para 

Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri 

berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para 

pejabat di lingkungan Kementerian.
 77

 

 

Dari segi kewenangan, posisi wakil menteri memang bukan posisi 

strategis. Wakil menteri hanya berhak mewakili menteri, tidak berhak 

mengambil keputusan dan memberikan suara pada rapat kabinet. Wakil 

menteri adalah subordinasi menteri karena kekuasaan utama tetap di 

tangan menteri.
78

  

 

D. Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2020 

Rumusan normatif sistem presidensial mengenai kedudukan 

presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan 

terdapat dalam konstitusi. Dalam konstitusi disebutkan bahwa presiden 

memiliki beberapa kewenangan. Pertama, kewenangan di bidang 

eksekutif dan politik administratif yaitu kewenangan presiden memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan serta mengangkat dan memberhentikan 
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anggota kabinet. Kewenangan ini biasa disebut dengan hak prerogatif 

presiden.
79

 Hak prerogatif berada penuh di tangan presiden. Karakteristik 

sistem presidensial bahwa kekuasaan membentuk kabinet adalah hak 

prerogatif presiden yang telah diatur dalam konstitusi yang menyebutkan 

bahwa para menteri diangkat dan diberhentikan presiden.
80

 

Proses pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang No 39 

Tahun 2008 diatur pada Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Menteri. Pada Bab tersebut terdapat pasal 22 khusus bagian pengangkatan 

Menteri, diatur bahwa: 

(1) Menteri diangkat oleh presiden. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi 

persyaratan: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 

proklamasi kemerdekaan; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan 

f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih. 

  

Pada pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa menteri diangkat oleh 

Presiden. Penunjukan menteri secara langsung oleh presiden adalah 

konsekuensi dari penerapan sistem presidensial di Indonesia.
81

 

Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju melantik 12 

wakil menteri tak lama setelah pelantikan menteri pada Oktober 2019. 

Sejumlah wakil menteri yang ditunjuk berasal dari berbagai latar belakang 

                                                             
79

 Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), 201. 
80

 Ibid., 202.  
81 Andi Muh. Irvan Alamsyah, Skripsi, (Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian 

Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara), 

(“Skripsi” [--] Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 86-87. 
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mulai dari parpol, profesional, hingga tim sukses. Dalam hal ini terdapat 

tabel beberapa Menteri dan Wakil Menteri pada Kabinet Indonesia Maju 

2019-2024, sebagai berikut:
82

 

No. Menteri Nama Latar Belakang 

1. Menkopolhukam Mahfud MD Profesional 

2.  Menkoperekonomian Airlangga Hartanto Golkar 

3. Menko PMK Muhadjir Effendi Profesional 

4. Menko Kemaritiman 

dan Investasi 

Luhut B. Pandjaitan Tim Pemenang 

Jokowi 

5.  Mensesneg Praktikno Profesional 

6. Mendagri Tito Karnavian Mantan Kapolri- 

dekat ke PDIP 

7. Menlu Retno LP Marsudi Profesional 

8.  Wakil Menlu Mahendra Siregar Profesional 

9.  Menhan Prabowo Subianto Gerindra 

10. Wakil Menhan Sakti Wahyu 

Trenggono 

Tim Sukses 

Jokowi 

11. Menteri Agama Jenderal (Purn) 

Fachrul Razi 

TNI 

12.  Wakil Menteri 

Agama 

Zainut Tauhid PPP 

13.  Menteri Hukum dan 

HAM 

Yasonna Laoly PDIP 

14. Mendikbud Nadiem Makarim Tim Pemenang 

Jokowi 

15.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Profesional 

16.  Wakil Menteri 

Keuangan 

Suahasil Nazara Profesional 

17. Menkes dr Terawan Profesional 

18. Mensos Juliari Batubara PDIP (terjerat 

korupsi Desember 

2020) 

19.  Menaker Ida Fauziyah PKB 

20. Menperin Agus Gumiwang 

Kartasasmita 

Golkar 

21. Mendag Agus Suparmanto PKB 

22. Wakil Mendag Jerry Sambuaga Golkar 

23.  Menteri ESDM Arifin Tasrif Profesional 

24. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Profesional 

25. Wakil Menteri PUPR Wempi Wetip PDIP 

                                                             
82

 Moch. Nurhasim, Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019, (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2020), 159-161. 
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26. Menhub Budi Karya Sumadi Profesional 

27. Menkominfo Johny G Plate Nasdem 

28. Mentan Syahrul Yasin Limpo Nasdem 

29. Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar Profesional 

30. Wakil Menteri KLHK Alue Dohong Profesional 

31. Menteri KKP Edhy Prabowo Gerindra 

(terjerat korupsi 

November 2020) 

32. Menteri ART/ Kepala 

BPN 

Sofyan Djalil Profesional 

33. Wakil Menteri ART/ 

Kepala BPN 

Surya Tjandra PSI 

34. Menteri PPN/ Kepala 

Bappenas 

Suharso Monoarfa PPP 

35. MenPANRB Tjahjo Kumolo PDIP 

36. enteri BUMN Erick Thohir Ketua TKN 

Jokowi 

37. Wakil Menteri 

BUMN 

Budi Gunadi Sadikin Profesional 

38. Wakil Menteri 

BUMN 

Kartika Wiryoatmojo Profesional 

39. Menkop UKM Teten Masduki Tim sukses Jokowi 

40. Menteri Pariwisata 

dan Ekonomi 

Kreatif 

Wishnutama Tim sukses 

Jokowi 

41.  Wakil Menteri 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Angela Tanoesoedibjo Perindo 

42. Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang 

Rahmawati 

PDIP 

43.  Menteri Desa/ Daerah 

Tertinggal 

Abdul Halim Iskandar PKB 

44.  Wakil Menteri Desa/ 

Daerah Tertinggal 

Budi Arie Setiadi Projo 

45. Menristek dan BRIN Bambang 

Brodjonegoro 

Profesional 

46. Menpora Zainuddin Amali Golkar 

47. Kepala Staf Presiden Moeldoko Profesional 

48. Sekretaris Kabinet Pramono Anung PDIP 

49. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Golkar 

50. Jaksa Agung ST Burhanuddin Profesional 

 (Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2020) 

Presiden Joko Widodo dalam keputusannya pada tanggal 22 

Desember 2020 untuk mereshuffle menteri dan wakil menteri dalam 
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Kabinet Indonesia Maju. Hal ini terdapat 3 penambahan wakil menteri 

baru yang belum ada pada tahun 2019, yaitu Wamen Hukum dan HAM, 

Wamen Kesehatan, dan Wamen Pertanian. Berikut beberapa nama menteri 

dan wakil menteri yang telah direshuffle, antara lain: 

No.  Menteri Nama Latar Belakang 

1. Mensos  Tri Rismaharini Walikota Surabaya 

2.  Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno Pengusaha 

3. Menag Yaqut Cholil Qoumas Anggota DPR RI 

2014-2019 

4.  Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Sebelumnya 

Wamenhan 2019 

5. Mendag  Muhammad Lutfi Pernah menjabat 

sebagai Mendag 

Presiden SBY 

6. Menkes Budi Gunadi Sadikin Sebelumnya 

Wamen BUMN 

2019  

7. Wamenkes Dante Saksono 

Harbuwono 

Anggota Tim 

Dokter 

Kepresidenan RI 

8. Wamentan Harvick Hasnul Qolbi Pernah menjabat 

Ketua Ikatan 

Cendekiawan 

Muslim Indonesia 

Muda 

9. Wamenhan Muhammad Herindra Komandan 

Jenderal, Kopassus 

2015-2016 

10. Wamen Hukum 

dan HAM 

Edward Omar Hiariej Guru Besar Ilmu 

Hukum Pidana, 

UGM 

11. Wamen BUMN Pahala Nugraha Mansury Pernah menjadi 

Direktur Keuangan 

PT Pertamina 

2018-2019 
 (Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2020) 

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 80/PUU-XVII/2019 yang akan 

dibahas terdapat problematik dimana para pemohon menjelaskan bahwa 

fakta yang terjadi di lapangan, adapun wakil menteri yang merangkap 

jabatan sebagai komisaris atau direksi, yaitu: 
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 Wamen Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris 

Utama PT PLN (Persero) 

 Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai 

Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terjadi reshuffle 

Desember 2020 dan beliau diangkat menjadi Menteri Kesehatan 

menggantikan dr. Terawan 

 Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang merangkap 

sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia 

Sebelumnya, ada Angela Tanesoedibjo yang juga menjabat sebagai 

komisaris PT MNC Investama Tbk (BHIT). Hanya Angela yang memilih 

mundur pada rapat pemegang saham BHIT pada 18 Agustus 2020 dengan 

alasan ingin fokus pada posisinya sebagai Wakil Menteri Pariwisata.83 

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

1. Ihwal Larangan Rangkap Jabatan 

Masalah yang terkait dengan rangkap jabatan ada dua kubu 

yang berlawanan. Kubu yang menolak rangkap jabatan (kontra) dan 

kubu yang tidak mempermasalahkan rangkap jabatan (pro). Kubu 

penentang rangkap jabatan mempertanyakan bahwa rangkap jabatan 

memiliki banyak mudharat daripada manfaatnya, termasuk berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest), seperti 

adanya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Penempatan pejabat 

komisaris BUMN yang tidak memenuhi tugasnya dan adanya 

penghasilan ganda. Bagi kubu yang menentang rangkap jabatan, 

tentunya berbagai kritik yang dilontarkan merupakan wujud lain dari 

                                                             
83

 Titis Nurdiana, (MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan 

BUMN), https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-

komisaris-di-swasta-dan-bumn, diakses pada tanggal 14 November 2020. 

https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
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kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang 

lebih baik.
84

 

Pada saat yang sama, bagi kubu pro (yang menjalankan 

rangkap jabatan) bahkan mereka setuju jika rangkap jabatan dapat 

menimbulkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang 

merupakan akar korupsi. Kubu pro menilai sah-sah saja adanya 

rangkap jabatan selama kompetensi pejabat sesuai dan mampu 

menangani kemungkinan conflict of interest. Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) banyak mendapat perhatian untuk 

rangkap jabatan karena praktik ini sudah berlangsung lama.
85

  

Kewajiban pejabat publik untuk menghindari konflik 

kepentingan (conflict of interest), terutama dalam hal ini rangkap 

jabatan, sebenarnya merupakan bagian dari etika pemerintahan, karena 

rangkap jabatan jelas merupakan bagian dari benturan kepentingan dan 

suatu saat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaannya. Secara 

lebih rinci, beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga 

bertentangan dengan rangkap jabatan antara lain: 

1. Pasal 17 huruf (a) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik  

“Pelaksana dilarang merangkap:  

a. sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha 

bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi 

pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan 

usaha milik daerah.” 

 

2. Pasal 54 ayat (7) UU No 25 Tahun 2009 

“Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenai 

sanksi pembebasan dari jabatan.” 

                                                             
84

 Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan, (Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017), 

8. 
85

 Ibid., 6-7. 
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3. Pasal 33 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara   

“Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan rangkap 

sebagai:  

(1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik 

daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang 

dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau”
86

 

 

4. Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 

bahwa,  

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:  

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau 

perusahaan swasta; atau  

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah.” 

 

5. Pasal 24 ayat (2) huruf d UU No 39 Tahun 2008 Tentang 

Kementerian Negara, disebutkan di dalamnya bahwa  

“Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden 

karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.”
87

 

 

Sudah banyak perundang-undangan yang dibuat oleh 

pemerintah mengenai larangan rangkap jabatan karena bisa 

menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan Kolusi 

Korupsi Nepotisme (KKN) yang sering terjadi pada pejabat tetapi 

dalam kenyataanya masih banyak pejabat publik yang merangkap 

jabatan dan diketahui bahwa saat ini terdapat rangkap jabatan Wakil 

Menteri pada kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Berbagai 

kritik yang dilontarkan oleh kelompok kontra dapat menjadi reminder 

bahwa ada “bibit permasalahan” dalam pelaksanaan rangkap jabatan, 

dan permasalahan tersebut harus diselesaikan secara transparan. 

                                                             
86

 Ibid., 8-10. 
87

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
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2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 

1. Pemohon 

Pemohon adalah Bayu Segara SH sebagai Ketua Umum 

FKHK dan Novan Lailatul Rizky sebagai mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Sahid Jakarta melalui kuasa hukumnya Viktor 

Santoso Tandiasa SH., MH, dkk mengajukan permohonan uji 

materiil (judicial review) pasal 10 UU Kementerian Negara ke 

Mahkamah Konstitusi. 

2. Objek permohonan 

Berikut beberapa objek permohonan yang diajukan para 

Pemohon karena merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan, 

antara lain: 

a. Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 terhadap Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945, Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. 

b. Tidak ada persyaratan untuk merangkap jabatan wakil menteri 

dalam UU Kementerian Negara, yang berarti tidak dilarang 

merangkap jabatan wakil menteri pada saat yang bersamaan. 

 

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

a. Hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin, dan 

dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: 

Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: 

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan sama di hadapan hukum” 

 

b. Pemohon I dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua 

Umum FKHK memiliki tanggung jawab untuk melakukan 
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penegakan konstitusi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 

AD/ART FKHK dengan segala upaya yang sesuai dengan 

hukum dan peraturan perundang-undangan.  

c. Pemohon II dalam menjalankan pendidikannya juga aktif 

dalam berorganisasi sebagai Wakil Senat Mahasiswa di 

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.
88

 

 

4. Duduk Perkara 

Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 terdapat kedudukan wakil 

menteri belum diatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan 

kewenangannya. Hal ini telah membawa masalah konstitusional 

kepada Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi 

(FKHK) yang perlu diterapkan nilai-nilai konstitusional.  

Pemohon juga menjelaskan dalam permohonan utamanya 

bahwa dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tidak ada 

persyaratan untuk menjabat sebagai wakil menteri, dan tidak ada 

larangan rangkap jabatan wakil menteri. Hal ini mengakibatkan 

seseorang dapat menjabat sebagai wakil menteri yang sekaligus 

sebagai komisaris atau direktur perusahaan milik negara atau 

swasta. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang melarang 

anggota direksi maupun anggota komisaris memangku jabatan 

rangkap. Menurut para Pemohon faktanya ada dua wakil menteri di 

Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris 

utama di Bank Mandiri dan menjadi wakil komisaris utama di PT. 

Pertamina. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum oleh 

                                                             
88

 Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019, 4. 
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karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945.
89

 

5. Pertimbangan Hukum Hakim  

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 yang terbit pada tanggal 27 

Agustus 2020 adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur 

hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut 

telah diatur oleh Undang-Undang. Tidak adanya perintah 

maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya 

asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak 

diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”. Sebab 

presiden bisa mengangkat wakil menteri terlepas dari hal-hal 

yang diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang No 39 

Tahun 2008. Menurut UUD 1945, presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan berhak mengangkat wakil menteri.
90

 

b. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi harus menegaskan 

fakta pemohon bahwa tidak ada larangan merangkap jabatan 

sebagai wakil menteri, sehingga wakil menteri merangkap 

sebagai komisaris atau direktur perusahaan milik negara atau 

swasta. Mengenai fakta tersebut, meskipun wakil menteri 

membantu menteri untuk memimpin pelaksanaan tugas 

kementerian, pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri 

merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, 

pengangkatan dan pemberhentian menteri, wakil menteri juga 

harus diangkat sesuai status pejabat seperti halnya menteri. 

Menurut Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008, semua larangan 

                                                             
89

 Ibid., 90. 
90

 Ibid., 94. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

56 

 

merangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku 

untuk wakil menteri. Keputusan tersebut dimaksudkan agar 

wakil menteri dapat berkonsentrasi pada beban kerja yang 

memerlukan penanganan khusus di kementerian, oleh karena 

itu alasan wakil menteri diangkat di kementerian tertentu.
91

 

 

6. Konklusi 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan atas penilaian 

fakta dan hukum yang telah diuraikan, antara lain: 

a. Amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak 

dapat diterima; 

b. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a 

quo; 

c. Para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan 

permohonan pasal 10 UU Kementerian Negara; 

d. Apabila para pemohon memiliki legal standing, quod non, 

pokok permohonan pasal 10 UU Kementerian Negara tidak 

beralasan menurut hukum.
92

 

 

3. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 

Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu untuk memaknai 

sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya cukup memahami 

apa yang diputuskan, tetapi penting pula memahami pertimbangan 

hukum (ratio decidendi) apa yang digunakan para Hakim Konstitusi, 

sehingga nantinya dapat memahami secara komprehensif mengapa 
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 Ibid., 96. 
92

 Ibid., 97-98. 
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putusan tersebut diputuskan?
93

 Selaku kuasa hukum Pemohon 

menerangkan bahwa meskipun dalam putusan perkara tersebut 

Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar “tidak diterima”, 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinilai Pemohon sebagai Ratio 

Decidendi. Dengan merujuk kepada praktik di lapangan, bahwa masih 

terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris, Pemohon 

menilai terdapat benturan tugas, fungsi, dan peran kepada menteri dan 

dan pejabat lainnya di bawah menteri.
94

 

Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan merangkap 

jabatan menteri berlaku juga bagi wakil menteri yang telah diatur 

dalam Pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 dijelaskan bahwa 

menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan 

swasta; atau 

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah.
95

  

Realita tersebut seharusnya dapat diberhentikan sebagai wakil 

menteri sebab telah melanggar ketentuan terkait larangan rangkap 

jabatan, namun faktanya sampai hari ini juga presiden tidak kunjung 

mengeluarkan keputusan presiden yang memberhentikannya sebagai 

wakil menteri. Padahal telah nampak dengan jelas bahwa terdapat 

aturan yang dilanggar oleh Presiden pada Pasal 23 Undang-Undang No 

39 Tahun 2008. Problematik larangan rangkap jabatan wakil menteri 
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 Iskandar Muda, Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Surakarta: 

CV Kekata Group, 2020), 48. 
94

 Utami Argawati, (Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri), 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2, diakses pada tanggal 28 

September 2020. 
95

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2
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bisa termasuk konsekuensi pemberhentian Menteri sebagaimana diatur 

dalam Pasal 24 ayat (2) UU No 39 Tahun 2008, yang berbunyi: 

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;  

b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara 

berturut-turut;  

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih;  

d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23; atau  

e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
96
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS DAN ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP 

LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019  

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab 

sebelumnya terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri baik tentang 

hak prerogatif Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri sampai 

dengan kedudukan dan kewenangan wakil menteri, dan juga terkait 

rangkap jabatan wakil menteri sesuai pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019, maka dapat 

dianalisa secara yuridis bahwasanya terdapat fakta pada Kabinet Indonesia 

Maju Presiden Joko Widodo adanya rangkap jabatan wakil menteri dan 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan 

menteri berlaku pula bagi wakil menteri. 

Wakil menteri adalah pejabat yang mewakili menteri yang 

diangkat oleh Presiden, jika terdapat beban kerja memerlukan penanganan 

khusus. Ini merupakan salah satu hak prerogatif Presiden berdasarkan 

Undang-Undang No 39 Tahun 2008.
97

  

Presiden bebas menunjuk Wakil Menteri bebas dari unsur manapun 

dan tidak dibatasi harus pejabat karir sebagaimana dalam ketentuan 

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008. Pasal 6 Peraturan 

Presiden No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: 

“Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai 
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 Zaki Ulya, (Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945), Jurnal Legislasi Indonesia, 2, (Juni, 2016), 214. 
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Negeri”.
98

 Dengan demikian, kedudukan pada jabatan wakil menteri sudah 

jelas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-IX/2011. 

Permohonan di tahun 2011 dan tahun 2019 memang sama terkait 

kontroversi pada Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tetapi 

dengan melihat syarat untuk dapat diajukannya pengajuan kembali ke 

Mahkamah Konstitusi yakni jika materi muatan yang dijadikan dasar 

pengujian berbeda. Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi No 

79/PUU-IX/2011 adalah Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 

terhadap Pasal 17 UUD 1945 dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 10 

Undang-Undang Kementerian Negara terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945, Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

Pada tahun 2019 terdapat problematika terkait Pasal 10 Undang-

Undang Kementerian Negara yang diajukan oleh Ketua Forum Kajian dan 

Hukum Bayu Segara S.H dan Aktivis Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sahid Jakarta Novan Lailatul Rizky melalui pengacaranya 

Viktor Santoso Tandiasa SH, MH, dkk ini berujung pada diajukannya 

permohonan uji materiil (judicial review) pasal 10 UU Kementerian 

Negara ke Mahkamah Konstitusi.  

Para Pemohon mengajukan judicial review karena terdapat 

problematika terkait Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 yang 

berpotensi merugikan kostitusional bagi Para Pemohon karena keberadaan 

Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 secara original intent 

pembentukan UUD NRI 1945, sebagaimana telah ditelusuri pada Naskah 

Komprehensif perubahan UUD NRI 1945, tidak ada satupun yang 

membahas tentang diperlukannya jabatan Wakil Menteri, terlebih 

pembahasan terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Wakil Menteri. 
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 Novira Maharani Sukma dan Retno Saraswati, (Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011), Law 

Reform, 2, ( Januari, 2013), 14.  
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Oleh karenanya rumusan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan 

kewenangan Konstitusional kepada Menteri sebagai pembantu Presiden.  

Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-

hal yang mendasar, sehingga pelaksanaan selanjutnya harus diatur dengan 

undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengangkatan wakil 

menteri merupakan salah satu kewenangan presiden untuk menjalankan 

tugas-tugasnya. Tidak ada perintah atau larangan dalam UUD 1945, 

berlakunya asas umum bahwa “hal-hal yang tidak diperintahkan atau 

tidak dilarang itu boleh dilakukan”, selama tidak melanggar hak 

konstitusional atau ketentuan lain dalam UUD 1945.
99

 Frasa “dapat 

mengangkat wakil menteri” merupakan norma yang bersifat alternatif 

untuk membantu norma yang sifatnya penting agar pelaksanaan norma 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Presiden dapat mengangkat atai 

tidak mengangkat Wakil Menteri tidaklah bertentangan dengan prinsip 

negara hukum.
100

  

Mahkamah Konstitusi berpendapat, baik diatur maupun tidak 

diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya 

merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut 

substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. 

Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara 

tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, 

sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena pengangkatan wakil menteri 

itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur 

dalam Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, orang yang dapat 

diangkat wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota 

TNI, anggota Polri, atau bahkan warga negara biasa, karena menurut 

Undang-Undang Dasar, presiden berhak sebagai pemegang kekuasaan 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/ PUU-XVII/ 2019, 94. 
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pemerintahan untuk mengangkat wakil menteri (lihat Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). 

Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 mengatur, “Dalam 

beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat 

mengangkat seorang wakil menteri pada kementerian tertentu”, yang 

merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Kementerian Negara yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam 

struktur organisasi Kementerian. Karena UU Kementerian Negara tidak 

menjelaskan arti "beban kerja yang memerlukan penanganan khusus", 

menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan presiden adalah menetapkan 

wakil menteri sebelum mengangkatnya. Presiden berhak menilai  beban 

kerja di kementerian sebagai alasan pengangkatan wakil menteri. Begitu 

pula jika dia merasa tidak membutuhkan wakil menteri, presiden juga 

berhak memberhentikan wakil menteri.  

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bahwa konstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang No 39 

Tahun 2008 sudah selesai dan tidak ada alasan baru untuk mengubah 

pendirian Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 yang 

melanggar konstitusi tidak relevan dipertimbangkan lagi.
101

 

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pembantu 

pimpinan in casu menteri adalah sekretaris jenderal menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena terdapat dualisme posisi pembantu menteri 

yaitu sekretariat jenderal dan wakil menteri, tugas wakil menteri di 

Peraturan Presiden 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Perpres 

60/2012) dengan Undang-Undang Kementerian Negara berbeda (vide 

Perbaikan Permohonan hal. 26 poin 14). Terhadap dalil Para Pemohon 

tersebut, DPR RI menerangkan:  
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a. Tugas Sekretariat Jenderal berbeda dengan Wakil Menteri. 

Tegasnya, Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 mengatur bahwa 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 terkait dengan rincian 

pelaksanaan tugas Wakil Menteri, yaitu membantu Menteri dalam 

merumuskan dan / atau melaksanakan tugas kebijakan menteri, dan 

membantu Menteri dalam mengkoordinasikan realisasi kebijakan 

strategis eselon 1 di kementerian. Secara khusus, Pasal 65 

Peraturan presiden No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dan wakil menteri 

adalah bagian dari kepemimpinan menteri. 

b. Sementara itu, sesuai dengan tanggung jawab Sekretariat Jenderal 

berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2019, tugas Sekretariat 

Jenderal masing-masing kementerian adalah mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

kementerian. Artinya, sekretariat jenderal akan membantu menteri 

untuk memberikan dukungan administratif termasuk wakil menteri. 

Berbeda dengan tugas seorang wakil menteri yang fokus 

membantu menteri dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal 

tersebut, jelas terlihat bahwa tanggung jawab wakil menteri dan 

sekretariat jenderal berbeda dan tidak menimbulkan dualitas 

jabatan, karena wakil menteri merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kepemimpinan kementerian. Oleh karena itu, 

permohonan para Pemohon tidak berdasar menurut hukum.
102

 

Salah satu pokok permohonan Para Pemohon juga dijelaskan 

bahwa dengan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil 

menteri di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008, menyebabkan tidak 

ada larangan merangkap jabatan wakil menteri. Hal ini menyebabkan 

seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris ataupun 
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direksi di perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Hal ini berbeda 

dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi maupun 

anggota komisaris memangku jabatan rangkap. Menurut para Pemohon 

faktanya ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap 

jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi wakil 

komisaris utama di PT. Pertamina. Hal ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945.
103

  

Menurut pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang terbit pada tanggal 27 

Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi harus menegaskan fakta pemohon 

bahwa dengan tidak adanya larangan wakil menteri merangkap jabatan 

sebagai komisaris atau direktur perusahaan milik negara atau milik swasta. 

Mengenai fakta ini, meski wakil menteri membantu menteri memimpin 

pelaksanaan tugas menteri, pengangkatan dan pemberhentian menteri 

sebagaimana berlaku pula bagi wakil menteri. Dalam hak prerogatif 

Presiden, wakil menteri juga harus diangkat pejabat sesuai dengan status 

yang diberikan kepada menteri. Dengan demikian, semua larangan 

rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri berdasarkan Pasal 23 UU No 

39 Tahun 2008 juga berlaku untuk wakil menteri. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Wakil Menteri dapat 

berkonsentrasi pada beban kerja yang memerlukan penanganan khusus di 

kementeriannya, alasan diangkatnya Wakil Menteri pada suatu 

kementerian tertentu.
104

 Dalam pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 

2008 dijelaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:  

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  
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b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan 

swasta; atau  

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
105

 

 

Akibat dari problematik larangan rangkap jabatan wakil menteri 

bisa termasuk konsekuensi pemberhentian secara tidak otomatis, dan 

proses pemberhentian harus memiliki alasan yang relatif inheren, atau 

pemberhentiannya masih memerlukan persetujuan presiden. Hal ini diatur 

dalam Pasal 24 ayat (2) UU No 39 Tahun 2008, Menteri diberhentikan 

dari jabatannya oleh Presiden karena: 

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;  

b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara 

berturut-turut;  

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih;  

d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23; atau  

e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
106

 

 

1. Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (Rechtvinding) 

Dapat dianalisis, aturan terkait larangan rangkap jabatan menteri 

“berlaku pula bagi wakil menteri” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 80/PUU-XVII/2019 adalah hakim menggunakan konstruksi 

hukum secara analogi yaitu sebuah aturan yang kurang lebih dianggap 

khusus dibuat menjadi umum dan juga dipandang pada kejadian yang 

secara eksplisit (jelas-jelas) tidak diatur dalam aturan tersebut.
107

  

Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada 

sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam 
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 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
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 Andi Muh. Irvan Alamsyah, “Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, (Skripsi [--] 
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peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu 

peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai 

dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh penafsiran “sekalipun wakil 

menteri membantu menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian dan 

pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri adalah hak prerogatif 

Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian 

Menteri, maka wakil menteri harus ditempatkan pula sebagai pejabat 

dengan status yang sama dengan menteri. Maka seluruh larangan 

rangkap jabatan menteri pada UU No 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi 

wakil menteri”. Berdasarkan persamaan yang ada larangan rangkap 

jabatan “berlaku pula” bagi wakil menteri adalah perbuatan yang 

dilarang oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh konstruksi hukum 

seperti itu. Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. 

Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten tidak boleh 

dilakukan secara sewenang-wenang.  

Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positip 

(contructive moet de positive stof dekken). Yang dimaksud dengan 

bahan-bahan positip adalah sistem materil Undang-undang yang sedang 

berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian 

hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan 

dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi tidak 

boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem 

materil positip.
108

 

Dalam hal ini,  pada pasal 23 dan pasal 24 UU No 39 Tahun 

2008 hanya ada larangan rangkap jabatan menteri dan hakim 

Mahkamah Konstitusi memberlakukan asas umum dalam Undang-

Undang Kementerian Negara sehingga larangan rangkap jabatan  
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 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

Undangan, Penemuan Hukum Oleh Hakim, 
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http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161
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menteri sebagai komisaris dan direktur perusahaan milik negara dan 

perusahaan swasta berlaku pula bagi wakil menteri.    

 

B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 

Fiqh siyāsah dengan judul di atas saling berkaitan dengan hal 

rangkap jabatan wakil menteri dikarenakan Fiqh siyāsah membicarakan 

perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga 

negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan 

lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara (A. Djazuli, 2000: 

27). Adapun pengertian istilahinya, siyasah adalah: 

 تذتيريصا تخ انعثادوقف عهى انشرع

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

syara”(A. Djazuli, 2000: 24)
 109

 

Hal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

yaitu, Mahkamah Konstitusi termasuk salah satu badan peradilan di 

Indonesia dalam ranah fiqh siyāsah dusturiyah dimana yang dimaksud 

adalah siyasah qadha‟iyyah syar‟iyyah (siyasah tentang peradilan yang 

sesuai dengan syariat Islam). Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 

problematika terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai bagian dari 

lembaga eksekutif negara dalam ranah fiqh siyāsah termasuk Sultah 

Qadā‟iyyah dalam wilayah al mazālim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang 

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 

pejabat negara yang melanggar hak rakyat).   

                                                             
109

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 

Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 25. 
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Perspektif fiqh siyāsah dusturiyah, Wakil Menteri termasuk 

lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-

menteri yang membantunya termasuk dalam siyasah tanfidziyyah 

syar‟iyyah (siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau 

eksekutif) dan wakil menteri sebagai bagian dari kementerian yang 

termasuk dalam konsep wizārah / wazīr. 

Di Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial 

dan Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan Menteri dan wakil 

Menteri. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, wakil menteri termasuk 

kementerian yang disebut wizārah / wazīr. Wazîr merupakan pembantu 

kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Karena pada 

dasarnya, tanpa bantuan ahli di bidangnya dan dapat dipercaya, kepala 

negara tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah politik dan 

pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan 

tenaga dan gagasan Wazîr agar dapat melimpahkan beberapa persoalan 

negara yang sulit kepada Wazîr. Dengan kata lain, Wazîr adalah tangan 

kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.
110

 

Al Mawardi membagi kementerian Islam menjadi dua bentuk, 

yaitu wazir tafwîdh dan wazir tanfidz. Menurut cakupan dan besarnya 

kewenangan dan tanggung jawab wazir tafwîdh, syarat yang harus 

dipenuhi harus sama dengan syarat kepala negara. Wazir tafwîdh harus 

menjadi seorang mujtahid karena dia harus menyebarluaskan dan 

memutuskan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Meskipun kekuatan wazir 

tanfîdz jauh lebih kecil dari wazir tafwîdh. Sebagai pembantu khalifah, 

wazîr tanfîdz juga dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala 

negara.
111

 

                                                             
110 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 166-167. 
111

 Ibid., 168-170. 
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Menurut analisis, kementerian dalam sistem presidensil Indonesia 

bisa dikatakan bahwa menteri dan wakil menteri yang diangkat oleh 

Presiden sama dengan wazîr tanfidz dalam konsep wizārah / wazîr pada 

sistem ketatanegaraan Islam karena argumen al Mawardi adalah wazîr 

tanfîdz hanya sebagai pelaksana pemerintahan sehingga tidak masalah 

dipegang oleh non muslim.
112

 Di samping itu, menurut Abu Ya‟la, dalam 

jabatan menteri pelaksana (wazîr tanfîdz) hanya berkedudukan sebagai 

mediator antara Imam dan rakyat. Seandainya Imam meminta bantuan 

pendapatnya atas apa yang terjadi, maka itu sifatnya nasihat, bukan 

wilayah.
113

 

Menurut al Mawardi, siapapun boleh menjadi menteri pelaksana 

(wazîr tanfîdz), baik muslim maupun non muslim asalkan terpenuhi tujuh 

syarat: (a) amanah supaya tidak berkhianat pada tugas yang dipercayakan 

padanya; (b) jujur perkataannya; (c) tidak tamak sehingga tidak mudah 

disuap; (d) bebas dari permusuhan antara dia dan manusia; (e) laki-laki; (f) 

cerdas dan pintar; (g) adil dan obyektif.
114

  

Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri dalam hadits bahwa jabatan adalah amanah dan 

harus dipertanggungjawabkan pula di akhirat. dan berikut hadist yang 

relevan dengan larangan rangkap jabatan, yaitu: 

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT akan meminta 

pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang jabatannya, 

apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya (HR. Ibnu 

Hibban).
115

 

                                                             
112

 A. Fatih Syuhud, Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai, 

(Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), 144. 
113

 Ibid., 146. 
114

 Ibid., 145. 
115 Sofyan Siroj, (Islam, Jabatan, dan Kekuasaan), 

https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-

kekuasaan, diakses pada 28 Oktober 2020. 

https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan
https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

70 

 

Berikut beberapa kaidah dalam hukum Islam yang merujuk pada 

rangkap jabatan, antara lain: 

 انًفاسذ يقذو عهى جهة انًصانخ

 “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”.  

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik 

dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu 

masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan 

tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah 

prinsip menghindari bahaya.
116

 

Adapun kaidah fiqh siyāsah berikutnya, antara lain: 

٠انًصهذح انعايح يقذ يح عهى ايصهذح انخاصح  

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan 

individu.
117

 

Dalil diatas menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan wakil 

menteri secara norma dan etika agama tidak patut dilakukan. Bahkan, 

walaupun larangan rangkap jabatan telah digariskan tetapi dalam praktik 

pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai alasan bisa saja dipakai dan law 

enforcement akan membuat aturan tersebut tidak dijalankan.
118

  

Memang tidak adanya larangan dalam hukum Islam yang mengatur 

tentang rangkap jabatan wakil menteri. Hakim Mahkamah Konstitusi 

menilai “berlaku pula bagi wakil menteri” adalah sebuah analogi sebagai 

upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya 

dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

                                                             
116

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana. 2006), 11. 
117

 Ibid. 
118

 Muhammad Hikam A.S., Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society, (Jakarta: 

Erlangga, 2000), 216. 
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(nash) karena adanya persamaan alasan hukum.
119

 Dalam hal ini “seluruh 

larangan rangkap jabatan yang hanya ditujukan kepada menteri dalam UU 

No 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri” karena hakim 

Mahkamah Konstitusi di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum 

dengan metode interpretasi analogi. 
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 A. Djazuli, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 30. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analaisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri yang tertuang dalam putusan tersebut 

adalah amar putusan  “tidak dapat diterima” oleh judicial review yang 

diajukan para Pemohon atas keberlakuan Pasal 10 Undang-Undang No 

39 Tahun 2008 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 

Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena 

pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan terlepas dari soal 

diatur atau tidak diatur dalam UUD 1945.  

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinilai Pemohon sebagai Ratio 

Decidendi atau prinsip hukum atas persoalan konstitusionalitas 

ketentuan norma pasal yang saat ini diuji Pemohon. Para pemohon 

juga menyebutkan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan 

wakil menteri di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008, 

menyebabkan tidak adanya larangan rangkap jabatan.   

Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pasal 23 Undang-Undang No 39 

Tahun 2008 mengatur larangan merangkap menteri juga berlaku bagi 

wakil menteri. Dalam hal ini “seluruh larangan rangkap jabatan yang 

hanya ditujukan kepada menteri dalam UU No 39 Tahun 2008 berlaku 

pula bagi wakil menteri” karena hakim Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia bisa melakukan penemuan hukum dengan metode 

interpretasi analogi. 
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2. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 adalah tidak dilarang dalam hukum Islam. Tetapi 

problematika larangan rangkap jabatan wakil menteri didasarkan pada 

kaidah “menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih 

maslahah ( جهة انًصانخانًفاسذ يقذو عهى  )” maka setiap jabatan 

perlu ditimbang mana yang lebih kuat antara mafsadah atau 

maslahahnya.  

 

B. SARAN 

Memang terdapat problematika tentang rangkap jabatan wakil 

menteri dalam Putusan No 80/PUU-XVII/2019 sebagai dasar pengujian 

Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dengan amar putusan 

“tidak dapat diterima”. Tetapi hal tersebut dikatakan (Ratio Decidendi) 

pertimbangan hukum apa yang digunakan para Hakim Konstitusi.  

Menurut pandangan baru (modern) bahwa hukum yang ada itu 

tidak lengkap, tidak dapat mencakup seluruh peristiwa hukum yang timbul 

dalam masyarakat seperti larangan rangkap wakil menteri. Di UU No 39 

Tahun 2008 hanya tertulis “larangan rangkap jabatan menteri”. Oleh sebab 

itu hakim turut serta menemukan hukum yang oleh Prof. Mr. Paul 

Schalten menyebutkan Hakim menjalankan Rechtvinding. Dalam 

penemuan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode 

penafsiran secara analogi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara 

tersebut.  

Kontra terhadap rangkap jabatan wakil menteri dikarenakan bisa 

menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan Kolusi Korupsi 

Nepotisme (KKN). Seharusnya ada tindakan tegas Presiden yang berhak 

mengangkat dan memberhentikan menteri berlaku pula bagi wakil Menteri 

tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidak mudah dijalankan.  
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